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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (5), 
Pasal 14 ayat (5), Pasal 20, Pasal 23 ayat (5), clan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 
66 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen 
Aset Negara. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), 
Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres RI 66 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 
No.135), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pendanaan ditujukan untuk Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional yang 
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan/atau BUMN yang dilakukan melalui 
anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan Dana Jangka Panjang. Biaya 
operasional dan/atau biaya pendukung Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional 
dilakukan melalui anggaran belanja modal pada kementerian/lembaga sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri/Kepala bertanggung jawab selaku 
instansi yang memerlukan tanah dalam proses Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis 
Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pembayaran Ganti Kerugian 
Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dilaksanakan secara langsung kepada 
Pihak yang Berhak dilaksanakan bersamaan dengan pelepasan Objek Pengadaan Tanah 
dan penyerahan asli dokumen kepemilikan/penguasaan Objek Pengadaan Tanah oleh 
Pihak yang Berhak kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

Tanah hasil Pengadaan Tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia 
c.q. kementerian/lembaga. Menteri/Kepala bertanggung jawab atas pelaksanaan 
pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian tanah hasil Pengadaan 
Tanah bagi Proyek Strategis Nasional. Pengelolaan tanah hasil Pengadaan Tanah bagi 
Proyek Strategis Nasional dilaksanakan oleh Menteri/Kepala sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK Nomor 21/PMK.06/2017 (BN Tahun 
2017 Nomor 325) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 
209 /PMK.06/2019 (BN Tahun 2019 Nomor 1704), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 September 2020. 

  - Lampiran halaman 95-111. 

 


